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Abstract: The act of regional autonomy provides rights to the regions to set a
wheel government administration in the regions. However, the central
government provides rules and recommendations such as laws and
government regulations. Kampar is one of the districts in Riau Province that
focus on infrastructure development. Kampar district set up infrastructure
development through collaboration between the official work unit (SKPD)
and partners such as consultant and contractor. The newest references such
as architect law no 6 in 2017 and ordinance ministry of PUPR no 22 in 2018
that construction field must be managing a professional person and using
Building Information Modelling (BIM) method. One of the projects is building
and sector renovation. This research aim is to know renovation tools BIM using
as a method in a renovation projects. This research is using qualitative
research method with deeply interview and questionnaire to official work
unit (SKPD) and partners such as consultant and contractor. The result of this
research is getting that almost of all SKPD doing renovation project but is not
using renovation tool BIM method. Besides, stakeholders are lacking of
understand the meaning of the ordinance ministry of PUPR no 22 in 2018. The
recommendation of this study is the tfransfer of fechnology to the renovation
tools method in carrying out renovation projects.
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Abstrak: Undang-undang otonomi daerah memberikan hak kepada daerah
untuk mengatur roda pemerintahan di daerah. Namun, pemerintah pusat
memberikan aturan dan rekomendasi seperti undang-undang dan
peraturan pemerintah. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar salah satu
kabupaten di Provinsi Riau yang fokus melakukan pembangunan
infrastruktur. Pemerintah menyiapkan pembangunan melalui kerja sama
organisasi perangkat daerah melalui satuan kerja perangkat dinas (SKPD)
dengan rekanan seperti konsultan dan kontraktor. Rujukan terbaru seperti
Undang-undang Arsitek no 6 tahun 2017 dan peraturan menteri PUPR no 22
tahun 2018 bahwa bidang konstruksi dikelola oleh profesional dan
menggunakan metode Building Information Modelling (BIM). Salah satu
proyek adalah renovasi bangunan dan kawasan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui penggunaan renovation tools BIM sebagai metode
dalam proyek renovasi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif
dengan melakukan wawancara dan kuisioner kepada SKPD dan rekanan
(konsultan dan kontraktor). Hasil penelitian ini didapatkan hampir semua
SKPD melakukan proyek renovasi namun tidak menggunakan metode
renovation tools BIM. Selain itu, stakeholder kurang memahami maksud
peraturan menteri no 22 tahun 2018. Rekomendasi penelitian ini adalah
peralihan teknologi menuju metode renovation tools dalam melakukan
proyek renovasi.

Kata Kunci: Konstruksi, Renovation Tools, Building Information Modelling
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PENDAHULUAN

Undang-Undang Arsitek nomor 6
tahun 2020 dalam pasal 4 mengatakan
bahwa layanan praktik arsitek adalah
penyusunan studi awal, perencanaan,
pelestarian, penyusunan dokumen teknis
dan pengawasan pelaksanaan konstruksi
bangunan. Pelayanan tersebut harus
dilakukan dengan asas  profesional,
integritas, keamanan dan keselamatan,
dan berkelanjutan.  Sehinga  dapat
diartikan bahwa praktek konstruksi harus
melibatkan tenaga ahli dan cara kerja
(metode) yang efektif.

Menurut  Peraturan Menteri PUPR
nomor 22 tahun 2018 dalam ketentuan
umum diungkapkan pengelolaan teknis
bangunan gedung negara adalah
pemberian bantuan teknis oleh Menteri
kepada K/L atau Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dalam pembangunan
bangunan gedung negara. Selanjutnya
dikatakan penyelenggara pembangunan
adalah  pengguna  anggaran  dan
penyedia jasa  konstruksi.  Hal ini
menunjukkan adanya kerjasama
pemerintfah daerah dan penyedia jasa
konstruksi seperti profesi arsitek dan profesi
lainnya.

Dalam hal ini, OPD memiliki peran
penting dalam penyelenggaraan
konstruksi di daerah yang dibagi dalam
perangkat kerja terkait seperti Satuan
Perangkat Kerja Dinas (SKPD). Otonomi
daerah yang berlaku memberikan
keleluasaan yang berdasar kepada
daerah dalaom melaksanakan proyek
konstruksi. Dalam lampiran  peraturan
yang sama diwagjibkan penggunaan
building information modelling (BIM) pada
proyek bangunan negara tidak
sederhana. Namun, kedepannya
diarahkan semua proyek perencanaan
dilakukan dengan metode building
information modelling (BIM) agar tercapai
efisiensi dan informasi perencanaan yang
akurat.

Berdasarkan isu diatas seharusnya
pemerintah daerah Kabupaten Kampar
melalui SKPD penyelenggara kegiataan
konstruksi sebaiknya memahami amanat
Undang-Undang Arsitek no 6 tahun 2020
dan Permen PUPR no 22 tahun 2018

dengan memberikan persyaratan setiap
proyek perencanaan  menggunakan
metode building information modelling
(BIM). Salah satu upaya tentu dengan
menyediakan tenaga ahli di satuan dinas
dan rekanan kerja yang memahami
building information modelling (BIM).

Pemerintah  Kabuapten  Kampar
dalam hal ini selaku penyelenggara
daerah membentuk SKPD dengan fungsi
kegiatan konstruksi seperti Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR), Dinas Perumahan dan
Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan
Hidup (DLH), serta dinas lain yang dapat
melaksanakan proyek konstruksi sesuai
kebutuhan internal masing-masing.
Sehingga dapat disimpulkan  hampir
semua SKPD dimungkinkan melaksanakan
proyek konstruksi.

Perhatian utama dalam penelitian
ini adalah  melihat apakah  SKPD
mengedepankan penggunaan metode
renovation tools building information
modelling (BIM) dalam pelaksanaan
proyek renovasi bangunan maupun
kawasan di wilayah kerja Kabupaten
Kampar. Metode renovation tools ini akan
memberikan kemudahan dalam proses
perencanaan, pengawasan, dan proses
pelaksanaan. Sefiop  aspek  dalam
gambar memiliki arti dan status yang
berbeda seperti objek eksisting, objek
penambahan baru, dan objek yang harus
dihilangkan. Masing-masing status akan
menghindarkan  kesalahan  informasi
dalam tindakan, sehingga setiap tahapan
akan efektif dan mudah dilaksanakan.

Manfaat penelitian ini tentunya
untfuk  mengukur pemahaman dasar
terhadap undang-undang arsitek dan
Permen PUPR no 22 tahun 2018 dalam
melaksanakan proyek renovasi konstruksi
melalui metode renovation tools yang
efektif dan efisien. Sehingga dapat
memberikan saran kepada pemerintah
doerah dalam menggambil kebijakan
dan pemilihan rekanan dalam proses
konstruksi.

TINJAUAN PUSTAKA
Permen PU no 24 tahun 2008
mengatakan pemeliharaan bangunan
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gedung adalah kegiatan menjaga
keandalan bangunan gedung beserta
sarana dan prasarananya agar
bangunan gedung selalu layak
digunakan. Ada beberapa metode
penilaian kondisi bangunan gedung yang
lebih  sistematis dan  memungkinkan
adanya keseragaman atau standarisasi
yang telah dikembangkan oleh para ahli,
salah satunya adalah risk management,

pengamatan penurunan kondisi  dan
indeks kondisi (Susan, dkk, 2016).
Proses  konstruksi ~ membutuhkan

teknologi, metode, konsep dan inovasi
dalam mencapai tujuan pelaksanaan
konstruksi seperti kualitas desain dan fisik

akhir (Rahmawati, 2014).  Building
informafion  modelling  (BIM)  memiliki
kemampuan untuk memfasilitasi

koordinasi multidisiplin, integrasi desain 3d,
analisis, estimasi biaya, dan penjadwalan
konstruksi (McArthur, 2015). Perusahaan
konsultan dan kontraktor di DKI Jakarta
telah banyak menggunakan building
information modelling (BIM) dalam proses
komunikasi  tahapan  konstruksi  dan
mendapatkan banyak manfaat (Raflis,
dkk, 2018).

Setiap tahap dalam renovasi, file
filter Renovation Tools di Archicad adalah
alat yang ampuh untuk mengatur apa
yang lama dan apa yang baru dalam
proyek renovasi, sehingga mengetahui
apa vyang ada, apa yang harus
dihancurkan, dan yang baru dalom
renovasi  (Fontan, 2016). Selanjutnya
dikatakan bahwa terdapat filter renovasi
berbeda yang dibuat di archicad secara
default yang menyaring informasi yaitu :

e Rencana yang ada
Rencana pembongkaran
Setelah pembongkaran
Konstruksi baru
Status yang direncanakan

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif aplikasi atau terapan (applied
research) yang bertujuan untuk
memberikan pencerahan atas suatu
gejala yang menjadi sorotan (Raco,
2010). Sasaran yang ingin  dicapai
membantu  objek  penelitian  untuk
menelusur solusi ferhadap masalah yang

disorot. Tahapan penelitian  adalah
identifikasi masalah, penelusuran
kepustakaan, maksd dan fujuan

penelitian, pengumpulan data, analisa
dan penafsiran data, dan pelaporan
(Creswell, 2014). Teknik pengumpulan
data melalui wawancara dan kuisioner
kepada SKPD Dinas yang berkaitan
dengan konstruksi dan  Konsultan /
kontraktor di Kaobupaten Kampar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

SKPD yang menangani bidang
konstruksi didominasi oleh SKPD Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) dan SKPD Dinas Perumahan dan

Permukiman  (Perkim). Namun  SKPD
lainnya dimungkinkan untuk
melaksanakan proyek, baik dengan

kerjasama rekanan maupun meminjam
tenaga ahli ke Dinas PUPR dan Perkim.
Beberapa contoh pekerjaan renovasi
seperti  perencanaan rehab mushalla
komplek perkantoran bupati lama, rehab
SDN 012 Batu Langka Kecil Kecamatan
Kuok, rehab kantor labkesda, rehab
hatchery  indoor patin, rehabilitasi
kampung tradisional Pulau Belimbing Kuok
dan lain sebagainya (sumber : Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan
berbasis Web, 2021).
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Gambar 1. Presentase SKPD melaksanakan
proyek rehabilitasi konstruksi

Salah satu rujukan terbaru dalom
pelaksanaan konstruksi adalah Peraturan
Menteri PUPR no 22 tahun 2018 yang
mengatur tentang pembangunan
bangunan gedung negara serta Undang-
undang Arsitek no 6 tahun 2017. Kedua
aturan tersebut mengatur pihak yang
berperan dalam penyelenggaran
konstruksi di Indonesia hingga ke daerah.
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Stakeholder yang berkaitan dengan
proyek konstruksi sebaiknya memahami
rujukan tersebut. Berdasarkan data survey
bahwa stakholder baik SKPD maupun
rekanan (konsultan dan kontraktor) di
Kabupaten Kampar sebanyak 68,2% tidak
memahami  secara spesifik  terhadap
kedua rujukan terbaru tersebut.

Dalom Permen PUPR no 22 tahun

2018 jelas mengatakan  mengenai
persyaratan adminsistratif, klasifikasi,
berbagai standar, pembiayaan,

perencanaan, perawaran, pihak terkait,
dan teknis dalam konstruksi bangunan.
Serta dalom lampirannya mewajibkan
dan merekomendasikan penggunaan
building information modelling (BIM).
Sedangkan  daloam Undang-undang
Arsitek no 6 tahun 2017 secara jelas
mengatakan asas dan tujuan, pelayanan
praktik  arsitek, persyaratan,  lisensi,
keprofesian dalam konstruksi. Sehingga
dari kedua aturan dapat menjadi dasar
pelaksana konstruksi secara efektif dan
efisien yang dilakukan oleh pihak
profesional dan memiliki kompetensi
dalam industri konstruksi.

B
@ Tidak

Gambar 2. Presentase SKPD dan rekanan
dalam memahami Permen PUPR no 22 tahun
2018 dan UU Arsitek no 6 tahun 2017

Berdasarkan data yang diperoleh
serta  sejalan dengan pemahaman
dengan  rujukan  aturan  di  atfas
didapatkan 90,9% stakeholder tidak
menggunakan metode building
information modelling (BIM) dalam proses
konstruksi baik perencanaan,
pengawasan, maupun  pelaksanaan
dalam konstruksi. Stakeholder SKPD dan
rekanan masih  masihn  menggunakan
metode konvensional dalam  proses

konstruksi dengan penggunaan software
Autocad dan Sketcup.

Menurut  Husaini  (2018) metode
konvensional memiliki kelemahan dalam
pelaksanaan seperti rendahnya fingkat
efisien, waktu pembuatan dokumen yang

loma, fingginya biaya, akurasi dan
ketelitian yang rendah, dan kuranya
transparansi.  Untuk itu, kedepannya
melalui peraturan diatas

direkomendasikan penggunaan metode
building information modelling (BIM).
Banyaknya proyek renovasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kampar perlu
terobosan sebuah metode konstruksi yang
efektif dan akurat sehingga setiap elemen
dalam renovasi dapat diberikan status.
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Gambar 3. Presentase stakeholder
menggunakan building information modelling
(BIM)

Berdasarkan data yang diperoleh
baohwa 95% stakeholder konstruksi di

lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kampar tidak menerapkan metode
renovation fools BIM dalam

melaksanakan proyek renovasi baik skala
bangunan  maupun skala  kawasan.
Berbeda halnya dengan perencanaan
gedung baru yang lebih mudah karena
setiap elemen arsitektur dalam gambar
berstatus elemen baru. Sedangkan dalam
proyek renovasi merupakan proyek yang
perlu penanganan dan metode kerja
yang spesifik  sebab setiap elemen
arsitektur memiliki status yang berbeda.
Status elemen arsitektur tersebut seperti
elemen eksisting, elemen yang
dihilangkan, elemen setelah dihilangkan,
dan elemen baru.
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Gambar 4. Presentase SKPD dan rekanan
menerapkan renovation tool BIM dalam
renovasi

Setiap  elemen  tersebut  perlu
diberikan status dalam dokumen teknis
renovasi arsitektur agar tidak terjadi salah
informasi yang menyebabkan terjadinya
kesalahan dalam pelaksanaan renovasi
konstruksi. Oleh karena itu, memerlukan
sebuah aplikasi yang mewadahi status
elemen tersebut dalam renovasi. Salah
satu metode perancangan  yang
mewadahi tindakan renovasi tersebut

adalah renovation tools BIM  pada
sofware Archicad 24.
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Gambar 5. Tampilan renovation tools unfuk
findakan renovasi pada archicad 24

KESIMPULAN

Saat ini hampir semua proyek
renovasi konstruksi didominasi oleh SKPD
PUPR dan SKPD Perkim karena memiliki
tenaga ahli khusus dibidang konstruksi,
namun SKPD lainnya tetap diberikan
wewenang melakukan findakan renovasi
dengan meminjam tfenaga ahli pada
SKPD sebelumnya. SKPD dan rekanan

tidak memahami secara spesifik Permen
PUPR no 22 tahun 2018 dan UU Arsitek no 6
tahun 2017. SKPD dan rekanan konstruksi
tidak menggunakan metode renovation
fools BIM dalam proyek renovasi/
rehabilifasi  sehingga metode  yang
dugunakan adalah metode konvensional.

Saran yang diberikan kepada SKPD
pemerintah daerah Kabupaten Kampar
selaku penyelenggara konstruksi yang
diamanatkan Permen PUPR no 22 tahun
2018 sebaiknya memahami secara spesifik
tentang metode terbaru dan
kedepannya memasukkan metode
tersebut dalam proses konstruksi termasuk
renovasi. Rekanan  (konsultan  dan
konstraktor) saatnya melakukan alih
teknologi dari metode konvensional
menuju metode terbaru yaitu building
information modelling (BIM) dalam proses
konstruksi sehingga hasil pekerjaan akan
lebih efisien dan akurat. Kedepannya
SKPD dapat membentuk kelompok
pengkaji penerapan building information
modelling (BIM) dilingkungan konstruksi
pemerintah daerah Kabupaten Kampar.
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